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Abstract

Indonesia is the third highest country in the Southeast Asia region after Timor Leste and Laos in terms of hunger levels based on 2021 Global Hunger Index (GHI) data with a hungry population of 17 million people. Global and national programs in an effort to reduce hunger rates are discussed specifically in the Sustainable Development Goals (SDGs). In Islam, the SDGs program at point zero hunger can be realized through the distribution of zakat fitrah. This research uses a qualitative approach with descriptive methods by collecting data through interviews and analyzing financial reports for the implementation of zakat fitrah in 1444 H. The aim of this research is to find out the distribution of zakat fitrah in realizing Zero Hunger in the SDGs which are implemented in the Muhammadiyah Branch Leadership (PRM) Pulo Branch West Depok. Based on research results, the distribution of zakat fitrah carried out by PRM Pulo West Depok Branch has succeeded in realizing zero hunger in the SDGs with indicators of ending hunger and ensuring access to food for all people, especially for those who are vulnerable. Meanwhile, other indicators of achievement have not been able to be realized by PRM Pulo Depok City, such as improving the quality of food consumption and community nutrition, as well as ending malnutrition; Strengthening sustainable food and agricultural production for food security and independence; and Increasing the welfare of food business actors, especially farmers, fishermen and fish cultivators.
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Abstrak

Indonesia menjadi negara tertinggi ketiga di wilayah Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos pada tingkat kelaparan yang didasarkan pada data Global Hunger Index (GHI) tahun 2021 dengan jumlah penduduk kelaparan sebanyak 17 juta jiwa. Program global dan nasional dalam upaya menurunkan angka kelaparan dibahas secara khusus pada Sustainable Development Goals (SDGs). Di Islam, program SDGs pada point zero hunger dapat direalisasikan salah satunya melalui pendistribusian zakat fitrah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan analisis laporan keuangan pelaksanaan zakat fitrah tahun 1444 H. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pendistribusian zakat fitrah dalam mewujudkan Zero Hunger pada SDGs yang diimplementasikan di Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) Pulo Cabang Depok Barat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan oleh PRM Pulo Cabang Depok Barat telah berhasil mewujudkan zero hunger pada SDGs dengan indikator mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses pangan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang rentan. Sedangkan indikator ketercapaian lainnya belum mampu direalisasikan oleh PRM Pulo Kota Depok seperti perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mengakhiri malnutrisi; Pemantapan produksi pangan dan agrikultur berkelanjutan untuk ketahanan dan kemandirian pangan; dan Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.
Kata Kunci: Zakat Fitrah, SDGs, Zero Hunger, Pendistribusian   

PENDAHULUAN
Isu krisis pangan dan energi masih menjadi perbincangan penting di kalangan elit pemimpin negara. Hal ini didasarkan pada isu kelaparan yang masih berada pada zona merah. Tingkat kelaparan di Indonesia berdasarkan data yang diperoleh oleh Global Hunger Index (GHI) tahun 2021 berada di level 18. Data tersebut memberikan keterangan bahwa Indonesia merupakan negara tertinggi ketiga di wilayah Asia Tenggara setelah Timor Leste dan Laos. Sedangkan data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 6,1 persen atau sebanyak 17 juta jiwa penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. (RI, 2022)
Komitmen global yang dihasilkan dalam upaya menangani kelaparan yaitu melalui Gerakan Scaling Up Nutrition (SUN) di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kehadiran dari SUN ini merupakan akibat sasaran Millenium Development Goals (MDGs) yang belum tercapai yakni salah satu tujuannya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan. Di mana MDGs sendiri telah diimplementasikan pada tahun 2000-2015, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) sejak tahun 2015 hingga 2030 mendatang. Upaya yang dilakukan Indonesia salah satunya yaitu tergabung bersama SUN Sejak Desember 201. (Ulfah & Nugroho, 2020)
Konsep pembangunan berkelanjutan diawali dengan adanya kegelisahan global terkait meningkatnya angka kemiskinan, serta kondisi sumber daya alam (SDA) yang terbatas sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dalam memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi. Menurut Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Salah satu dari tujuan yang ingin dicapai dari SDGs yaitu zero hunger atau tanpa kelaparan. Di mana tingginya angka kelaparan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu pendidikan. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh B.S. Nazamuddin dan Ery Jayanti memberikan informasi bahwa tingkat pendidikan tersier memberikan siginifikansi dan pengaruh negatif terhadap indeks kemiskinan dan kelaparan. Oleh karenanya, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan pendidikan, sehingga mereka mempunyai alternatif dalam memilih pekerjaan dan memperoleh pendapatan yang layak. (Nazamuddin & Jayanti, 2019)
Berdasarkan konstitusi Republik Indonesia (RI), negara memang memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, mencerdaskan dan menyehatkan bangsa. Sebagai umat Islam, juga memiliki tanggung jawab atas hal tersebut ketika melihat tingkat kelaparan yang masih tinggi. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh-Nya melalui ayat al-Quran sebagaimana tertulis dalam QS. al-Insan/76: 8 berikut:
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.
Salah satu instrumen ajaran Islam dalam menangani kasus kelaparan dapat dilakukan melalui zakat. Bentuk implementasi tersebut dapat terlihat pada pelaksanaan zakat fitrah yang dilaksanakan pada bulan ramadhan dengan dasar pelaksanaan merujuk pada hadits Rasulullah SAW berikut:
عَنْ ابْنِ عُمَرَقال فَرَضَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ والُحُرّ والذكر والأُنْثَى ةالصَغِير ةالكبير مِنْ الْمُسْلِمِينَ وأمَرَ بها أنْ تؤدَّى قبل خُروج الناس إلى الصلاة.
"Diriwayatkan dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajiban zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan wanita, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum Muslimin" (HR. Bukhari dan Muslim) (Muslim, tt)
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari pelaksanaan zakat fitrah salah satunya yaitu untuk membahagiakan orang lain dan mencukupkan orang fakir sehingga bisa makan dan bergembira di Idul Fitri, sehingga mereka terhindar dari kelaparan atau kekurangan makanan di hari tersebut. (Al-Qaradawiy, 1973)
Melihat dari zakat fitrah yang didistribusikan kepada fakir miskin dalam upaya memberikan kecukupan kepada mereka agar dapat makan, seharusnya sesuai dengan peran zakat dalam SDGs pada tujuan mewujudkan zero hunger (tanpa kelaparan).
Dalam tulisan yang dikemukakan oleh Gabriele Lailatul Muharromah dan Mustofa memberikan pemaparan bagaimana paradigma SDGs dalam manajemen zakat di Indonesia. Di mana paradigma tersebut dapat ditemukan pada fikih zakat on SDGS yang berfokus pada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri dengan menyinkronkan pada kajian maqashid syariah yang dapat dilaksanakan oleh badan, lembaga atu organisasi pengelola zakat (OPZ). (Muharromah & Mustofa, 2021)
Tak terkecuali di Malaysia, perkembangan dan kelangsungan dari institusi zakat juga dilakukan dengan pendekatan maqashid syariah dan SDGs, yang kemudian dua hal tersebut dijadikan asas sebagai panduan dan rujukan dalam pengelolaan institusi zakat di Malaysia. Termasuk didalamnya model pengelolaan yang dilaksanan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) telah mengimplementasikan kajian maqashid syariah dan SDGs. (Rahman, 2019)
Dari paradigma tersebut, memberikan keleluasaan baik kepada Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun OPZ untuk mewujudkan SDGs dalam program-program yang dikelola. Sebagaimana data yang diperoleh oleh Khavid Normasyhuri dalam temuan penelitiannya bahwa Lembaga Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Nurul Iman Provinsi Lampung memiliki strategi tersendiri dalam pemberdayaan ekonomi umat di masa pandemi Covid-19. Strategi yang dilakukan oleh LAZIS Nurul Imam yaitu pengelolaan zakat melalui pengembangan dan bantuan modal usaha mikro kecil menengah (UMKM), yang dimaksudkan agar adanya peningkatan pendapatan agar memperkuat kemandirian mustahik dalam menghadapi kondisi perekonomian di tengah masa pandemi. (Normasyhuri, Budimansyah, & Rohadi, 2022)
Program penyaluran zakat didasarkan pada SDGs juga pernah diteliti oleh Syahrial Hasanudin Pohan di tahun 2022 dengan menjadikan Lembaga Zakat IZI dan Dompet Dhuafa Kota Medan sebagai objek penelitian. Pada program penyaluran zakat yang dikelola oleh dua lembaga tersebut, terdapat delapan tujuan SDGs yang dijadikan basis dalam mendistribusikan atau mendayagunakan zakat kepada mustahik. Delapan tujuan tersebut diantaranya Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Berkurangnya Kesenjangan; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (Pohan, Rianto, & Lubis, 2022)
Dari beberapa kajian literatur yang diperoleh oleh penulis, SDGs pada pengelolaan zakat menjadi topik yang cukup diperhitungkan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa hasil temuan yang secara umum memberikan informasi bahwa pengelolaan zakat sebagai salah satu instrumen filantropi Islam dapat memberikan peran dalam mewujudkan SDGs sebagai komitmen global khususnya dalam menurunkan angka kelaparan. Dari uraian yang telah dipaparkan, penulis bermaksud menganalisis implementasi pendistribusian zakat fitrah di PRM Pulo Cabang Depok Barat dalam mewujudkan program SDGs secara khusus pada tujuan zero hunger.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tahapan analisis dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, display data, dan diakhiri dengan verifikasi data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) dan Ketua Panitia Zakat Fitrah dari Masjid Al-Huda PRM Pulo Cabang Depok Barat. Selain itu, penulis juga menganalisis laporan keuangan pelaksanaan zakat fitrah tahun 1444 H/2023 M.
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. SDGs merupakan agenda atau misi Dunia hingga tahun 2030 yang dideklarasikan di New York Amerika Serikat pada 25 September 2015. SDGs memiliki 17 tujuan dan 169 target. Target dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut memiliki 241 indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan target. Salah satu tujuan SDGs adalah mewujudkan masyarakat bebas kelaparan (Zero Hunger), mencapai ketahanan pangan dan Gizi, serta mewujudkan pertanian berkelanjutan. (Kurnani, tt)
Kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “No-one Left Behind yaitu Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan Keadilan dan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal. (Talk, tt)
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. (Talk, tt)
Tanpa kelaparan (zero hunger) adalah salah satu poin SDGs yang menarik karena ketika target-targetnya tercapai, artinya tidak ada seorang pun yang kekurangan gizi, maupun yang mengalami malnutrisi. Selain itu, produktivitas yang tinggi dan petani skala kecil yang sejahtera terwujud. Sistem produksi pangan berkelanjutan dan praktek pertanian ulet dijalankan dengan tetap mempertahankan ekosistem dan kualitas tanah yang meningkat. Keanekaragaman genetik benih dan hewan yang dipertahankan menghasilkan manfaat yang dapat dinikmati secara merata. Investasi meningkat, tidak ada distorsi pasar, dan terdapat fasilitas akses cepat informasi ke pasar. Jika tujuan ini tercapai, masyarakat dunia akan siap untuk mewujudkan tujuan-tujuan pada SDGs lainnya. Kelaparan adalah masalah serius yang berdampak pada produktivitas manusia dan lingkungan. Kelaparan dapat menurunkan kinerja masyarakat dan menyebabkan angka kriminalitas tinggi, sehingga berdampak pada lingkungan yang tidak aman. Oleh karena itu, poin SDGs nomor dua, yaitu tanpa kelaparan (zero hunger) harus diwujudkan supaya kinerja masyarakat meningkat dan siap untuk mewujudkan poin SDGs lainnya. Poin SDGs kedua ini memiliki tujuan utama untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan memajukan pertanian berkelanjutan. Kerangka kerja indikator global yang dikembangkan oleh Inter-Agency and Expert Group on SDGs Indicators (IAEG-SDGs) disetujui sebagai permulaan praktis pada sesi ke-47 Komisi Statistik PBB yang diadakan pada Maret 2016. 
Teori klasik sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus telah mengkaji kelaparan di dalam karyanya yaitu The Principle of Population 1798 yang berfokus pada peningkatan jumlah penduduk dan ketersediaan makanan. Dalam karyanya dinyatakan bahwa populasi yang meningkat secara alami yang melampaui batas pertumbuhan produksi makanan dapat mengakibatkan ketersediaan makanan yang menurun per kapita secara signifikan. Hal ini yang dapat berimbas kepada kelaparan pada pupulasi manusia. akan tetapi teori tersebut saat ini kurang diaplikasikan karena tidak memuat perkembangan teknologi yang dapat melipatkandakan pangan. (Institute, 2017)
Dalam kasus lain, terdapat banyak faktor yang menyebabkan kepalaran, antara lain: kemiskinan, makanan yang didistribusikan tidak efisien, peningkatan populasi yang tidak berbanding lurus dengan produksi makanan di suatu wilayah, atau bencana alam lainnya yang melanda wilayah tersebut. Dampak dari kelaparan itu sendiri akan berantai kepada kondisi malnutrisi sehingga rentan terhadap penyakit. (Widyanta, 2004)
Islam telah mengatur kelaparan secara tegas dalam firman Allah SWT dalam QS. al-Ma’un/107: 7 sebagai berikut:

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. 
Ketidakpedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya dalam memberi makanan menjadi salah satu indikator dari keimanan seseorang. Selain ayat di atas, Rasulullah SAW juga menyabdakan hal demikian “Tidaklah beriman kepadaku orang yang menghabiskan malamnya dalam keadaan kenyang, sementara ia tahu bahwa tetangga disebelahnya kelaparan” (al-Munziri, 1982)
Salah satu instrumen Islam yang dapat dilakukan sebagai upaya penurunan angka kelaparan melalui filantropi Islam yaitu zakat. Dari segi bahasa zakat memiliki kata dasar “zakka” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat adalah aktifitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut fiqih zakat merupakan shodaqoh yang bersifat wajib, yang berdasarkan ketentuan nisab dan haul, serta diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu kepada 8 golongan asnaf. Zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta atau kekayaan). (Nilasari, 2018)
Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannnya. Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya, maupun taraf umurnya. Bayi yang lahir sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal juga wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati oleh suaminya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat Idul Fitri. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi berupa shadaqah biasa. (Azhar, 2017)
Ada beberapa waktu dan jenis hukum pembayaran zakat fitrah, antara lain: Waktu dibolehkan yaitu dari awal bulan Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan, Waktu wajib yaitu selepas terbenamnya matahari pada hari akhir Ramadhan hingga datangnya waktu shalat subuh pada hari raya Idul Fitri, Waktu paling utama yaitu selepas shalat subuh pada hari raya Idul Fitri hingga khatib naik mimbar pada shalat sunah hari raya Idul Fitri, Waktu makruh yaitu setelah shalat Idul Fitri dan Waktu haram yaitu waktu yang dilarang untuk menunda – nunda pembayaran zakat fitrah, yaitu akhir hari raya Idul Fitri ketika matahari telah terbenam. Hal tersebut diharamkan karena tujuan dari zakat fitrah adalah untuk mencukupi kebutuhan golongan mustahiq pada hari raya Idul Fitri, karena hari tersebut hari gembira ria. (Zamhori, 2022)
Pelaksanaan zakat fitrah diinstruksikan melalui ayat al-Quran pada QS. an-Nisaa/4: 77 berikut:
وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ
Artinya : Laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.
Adapun besaran dari zakat fitrah itu sendiri sudah dijelaskan bahwasanya zakat fitrah itu dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum. Namun, di dalam penjelasan hadits tersebut para imam madzhab mempunyai perbedaan pendapat dalam menentukan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang. Diantaranya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i. Imam Syafi’i berpendapat bahwasanya mewajibkan pembayaran zakat fitrah menggunakan bahan makanan dan melarang membayar zakat dengan mata uang Imam Syafi’i mengemukakan bahwa zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Sedangkan Madzhab Abu Hanifah mengemukakan bahwa memperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan apa yang dimiliki berupa emas dan perak (termasuk uang). Dahulu Rasulullah membayar zakat dengan makanan karena ada dua hal: Karena uang dimasa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan dan Karena nilai uang di masa Rasulullah SAW tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Namun, pada zaman sekarang ini yang terpenting adalah mana yang paling mudah untuk dilaksanakan. Jika didaerah tersebut lebih mudah dalam nilai mata uangnya, maka zakat fitrah tidak ada masalah bila berbentuk dengan uang. Namun sebaliknya, jika di daerah tersebut ada kesulitan dengan mata uang, maka dan lebih mudah dalam bentuk makanan, maka sebaiknya kita membayar zakat fitrah dalam bentuk makanan. (Tari, 2004)
Menurut Yusuf Qardhawi juga ada dua hikmah zakat fitrah Pertama, berkenaan dengan orang yang berpuasa di bulan ramadhan. Seringkali orang yang berpuasa itu terjerumus pada perkataan dan perbuatan yang tidak ada manfaatnya padahal puasa yang sempurna adalah puasa lidah dan anggota tubuh. Orang yang berpuasa anggota tubuhnya tidak diizinkan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi manusia mempunyai kelemahan, kadang-kadang ia tidak bisa melepaskan diri dari hal-hal tersebut sehingga datanglah kewajiban zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan untuk membersihkan kotoran puasanya atau menambah kesempurnaan puasanya. Kedua, Kedua, hikmah zakat fitrah yang berkenaan dengan masyarakat. Zakat fitrah dapat menumbuhkan rasa kecintaan orang miskin dan orang yang membutuhkannya. Karena mereka merasa bahwa orang kaya masih mempedulikan nasib mereka. Oleh karena itu, menunaikan kewajiban zakat fitrah bukan hanya memberi bantuan kepada fakir miskin dan orang lemah namun juga memberi dampak positif bagi diri pemberi zakat berupa penyucian nilai puasa ramadhannya. (Al-Qaradawiy, 1973) 

Paradigma SDGs dalam manajemen zakat di Indonesia dapat ditemukan pada fikih zakat on SDGS yang berfokus pada 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri dengan menyinkronkan pada kajian maqashid syariah yang dapat dilaksanakan oleh badan, lembaga atu organisasi pengelola zakat (OPZ). Dari paradigma tersebut, memberikan keleluasaan baik kepada Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun OPZ untuk mewujudkan SDGs dalam program-program yang dikelola.

Tujuan kedua dari SDGs yaitu tanpa kelaparan merupakan bagian dominan pada kelompok jiwa dan harta dari teori maqashid syariah. Sehingga diklasifikasikan menjadi tingkat kebutuhan yang dhoruriyah. Zakat dalam konteks mewujudkan tujuan zero hunger terdapat empat kompenen yang menjadi framework untuk dicapai yaitu ketahanan pangan, kualitas konsumsi, investasi penelitian dan pengembangan teknologi dan Kesejahteraan pelaku usaha. (BAZNAS, 2017)
Ketercapaian empat komponen tersebut setidaknya memiliki kaitan dengan faktor lainnya seperti ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi pangan serta akses fisik dan ekonomi bagi setiap orang untuk mendapatkan pangan. Oleh karena itu, ketahanan pangan merupakan konsep yang kompleks dan memiliki simbiosis dalam sistem pangan dan gizi mulai dari distribusi, konsumsi hingga status gizi. (Maksum & dkk, 2018)
Sebagaimana Muhammadiyah yang dikenal dengan organisasi persyarikatan yang merupakan gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi mungkar juga memainkan peran dalam pengelolaan zakat. Munir Mulkhan sebagai peneliti senior Muhammadiyah menyebutkan bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang memodernisasi dan mentransformasi zakat maupun praktik filantropi Islam lainnya untuk keadilan dan kesejahteraan (welfare), khususnya bagi kaum dhuafa’ melalui lembaga Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO). Selanjutnya pada tahun 2002 proses pengurusan zakat, infaq dan shadaqah (ZISKA) di Muhammadiyah diurus oleh lembaga khusus yang saat ini dikenal dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LazisMu). (Aanardianto, 2023)
LazisMu dalam melakukan tugas pengelolaan pada ZISKA secara nasional dapat dibantu dengan Kantor Layanan LazisMu yang merupakan unit pengumpul ZISKA. Salah satu Unit Pengumpul ZISKA yaitu Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM) yang merupakan unit atau satuan organisasi Muhammadiyah terkecil dan berada di tingkat terbawah. PRM Pulo Cabang Depok Barat yang secara sah sudah diberikan mandat agar dapat melakukan pengumpulan ZISKA yang diketuai oleh Gugut Kuntari telah memberikan konstribusi nyata bagi pengelolaan ZISKA, khususnya zakat fitrah dalam mewujudkan zero hunger (tanpa kelaparan) pada program SDGs.
Pendapatan zakat fitrah yang diperoleh oleh PRM Pulo Cabang Depok Jawa Barat yaitu berupa beras dan uang tunai sebanyak:

	No
	Jenis 
	Jumlah

	1
	Beras
	2.373/Liter

	2
	Uang Tunai
	6.345.000/Rupiah


Tabel 1

Zakat Fitrah yang Diperoleh PRM Pulo Cabang Depok Barat 

Zakat fitrah yang telah diterima oleh panitia PRM Pulo Cabang Depok Barat didistribusikan yang tersebar ke 5 wilayah di lingkungan tersebut sebagaimana data berikut:

	No
	Wilayah
	Jiwa
	Kartu Keluaga

	1
	I
	140
	40

	2
	II
	110
	33

	3
	III
	109
	31

	4
	IV
	87
	27

	5
	V
	247
	74

	Total
	693
	205


Tabel 2
Sebaran Pendistribusian Zakat Fitrah di PRM Pulo Cabang Depok Barat 
Penyisiran mustahik sebagaimana data di atas dilakukan secara manual berdasarkan pengetahuan para panitia dalam aspek ekonomi keseharian mustahik. Di mana, dari setiap jiwanya mendapatkan beras sebanyak 4 liter, yang dapat diasumsikan kecukupan pangan seseorang dapat dijamin selama 8 hari kedepan. (Kuntari, 2023)
Melihat frame work yang menjadi indikator ketercapaian dari zero hunger, pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan oleh PRM Pulo Cabang Depok Barat hanya mampu mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses pangan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang rentan atau keterbatasan dalam kemampuan finansial. Akan tetapi akses pangan tersebut hanya berjangka pendek dan bersifat konsumtif. Dalam hal ini masih diperlukan upaya lainnya untuk memperpanjang akses pangan kepada mustahik dengan program yang bersifat produktif. Sehingga dengan program tersebut mampu mencapai indikator lainnya baik dalam memperbaiki kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mengakhiri malnutrisi; memantapkan produksi pangan dan agrikultur berkelanjutan untuk ketahanan dan kemandirian pangan; dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.
KESIMPULAN
Hasil penelitian ini memberikan data bahwa pendistribusian zakat fitrah dalam mewujudkan zero hunger pada SDGs telah diimplementasikan oleh PRM Pulo Cabang Depok Barat melalui Pengurus Ta’mirul Ramadhan Masjid Al-Huda tahun 1444 H/2023 M. Berdasarkan data lapangan, bahwasanya zakat fitrah yang terkumpul dari 251 Kepala Keluarga telah didistribusikan kepada fakir dan miskin di lingkungan PRM Pulo Cabang Depok Barat sebanyak 693 jiwa dari 205 Kepala Keluarga. Di mana, dari setiap jiwanya mendapatkan beras sebanyak 4 liter, yang dapat diasumsikan kecukupan pangan seseorang dapat dijamin selama 8 hari kedepan. Namun, jika melihat framework tujuan SDGs berdasarkan indikatornya, keterwujudan zero hunger melalui zakat fitrah di PRM Pulo Cabang Depok Barat hanya sebatas mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses pangan bagi seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang rentan. Sedangkan indikator lainnya belum dapat terpenuhi yaitu perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta mengakhiri malnutrisi; Pemantapan produksi pangan dan agrikultur berkelanjutan untuk ketahanan dan kemandirian pangan; dan Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.
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